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Pendahuluan 
Indonesia sebagai negara hukum memiliki komitmen dalam menjaga kehormatan dan reputasi individu melalui pengaturan
hukum tentang pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE). Undang-undang ini menjadi dasar hukum terbaru dalam mengatur aktivitas seseorang di ranah
digital,specialnya di Daring atau media sosial. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 27 ayat (3), yang mengatur larangan
mendistribusikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Meskipun revisi
terbaru ini mempertegas batasan dan prosedur penegakan hukum guna mencegah kriminalisasi berlebihan, kekhawatiran
publik tetap muncul mengenai potensi penyalahgunaan pasal ini untuk membungkam kritik, termasuk terhadap pejabat negara
atau lembaga pemerintah.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memperkuat ketentuan ini, memberikan
ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan bertanggung jawab. Di era digital seperti
saat ini, kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di ruang publik fisik tetapi juga sangat aktif di media sosial dan platform
digital lainnya. Melalui unggahan, komentar, dan konten lainnya, masyarakat memiliki akses luas untuk menyuarakan
pendapatnya mengenai isu-isu sosial, termasuk kinerja pemerintah. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika
sosial, agar tidak merugikan orang lain secara tidak sah.
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GAP (Kebaharuan)
Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan regulasi di Indonesia, terdapat

ketegangan yang belum sepenuhnya terjawab dalam penelitian sebelumnya, terutama dalam

menyeimbangkan hak kebebasan berekspresi dengan perlindungan dari pencemaran nama baik.

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara informasi

disampaikan dan diterima, namun kajian mengenai regulasi pencemaran nama baik di media

digital masih belum komprehensif. Selain itu, kurangnya perbandingan pendekatan hukum antara

Indonesia dan negara lain dalam menangani isu ini menunjukkan celah penelitian yang signifikan.

Dimensi etis terkait tanggung jawab moral dalam kebebasan berbicara, seperti akurasi dan

dampaknya terhadap reputasi orang lain, juga sering diabaikan. Di sisi lain, meskipun terdapat

peraturan hukum yang jelas, implementasinya di lapangan sering kali tidak konsisten. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji dinamika kebebasan berpendapat di era digital, membandingkan

pendekatan hukum internasional, menyoroti tanggung jawab moral individu, serta mengevaluasi

efektivitas kebijakan dan praktik hukum di Indonesia dalam mengatasi konflik antara kebebasan

berekspresi dan perlindungan dari pencemaran nama baik.
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Isu Hukum

1.Bagaimana perlindungan hukum positif bagi seseorang yang mengalami kriminalisasi
dalam mengekspresikan pendapatnya?
2.Apa pengaruh kebabasan berpendapat di sosial media terhadap perubahan etika dan norma
di Indonesia?
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Tujuan Penelitian
• Menjelaskan batas antara kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik di media sosial.

• Menganalisis penyampaian kritik terhadap kinerja pemerintah dalam konteks hukum positif Indonesia.

• Memberikan rekomendasi hukum yang adil dan seimbang bagi kebebasan berpendapat di ruang digital.
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Metode
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi
kepustakaan dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait.Penelitian ini
mengkaji ketentuan hukum mengenai kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik dalam konteks penilaian
terhadap kinerja pemerintah. Adapun peraturan yang menjadi dasar utama meliputi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E dan 28J, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE), khususnya ketentuan yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik di media
elektronik.Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, guna memahami bagaimana norma-norma
hukum diterapkan dalam praktik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif-kualitatif dengan
menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku secara sistematis dan gramatikal.
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Hasil Penelitian

Perlindungan hukum positif terhadap hak untuk berekspresi di media sosial

Dalam memutus perkara ini, hakim merujuk pada Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang 
merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa 
setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau 
permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan 
(SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2), dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 28 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dikenai sanksi hukum. Sementara itu, Pasal 55 
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana mencakup mereka yang 
melakukan sendiri, yang menyuruh orang lain untuk melakukan, serta yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.Berdasarkan 
kronologi kejadian yang telah dipaparkan, tampak jelas bahwa unsur kebencian muncul ketika terjadi penghinaan terhadap Ahok 
dan para pendukungnya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun, sedangkan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt-Sel menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 
Putusan ini dianggap sebagai bentuk penegakan rasa keadilan oleh hakim terhadap perbuatan terdakwa. Melihat bahwa tindakan 
terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan serta perpecahan di tengah masyarakat, Majelis Hakim menilai hukuman tersebut 
layak dijatuhkan. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pandangan berbeda mengenai lamanya masa hukuman penjara 
yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa.
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Dampak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial terhadap Perubahan Etika dan Norma yang Berlaku di Indonesia

Media sosial merupakan platform multifungsi yang dirancang untuk menghubungkan individu satu sama lain secara netral, tanpa 
dibatasi oleh waktu, lokasi, maupun subjek komunikasi. Dengan kemampuannya yang luas, media sosial memainkan peran penting 
dalam membawa pengaruh global ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, meskipun media sosial mempermudah 
masuknya budaya asing, tidak semua budaya tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan 
pandangan, kebiasaan, serta latar belakang budaya sering kali memicu perdebatan opini di ruang digital. Tak jarang, perdebatan 
tersebut disertai dengan komentar yang menyakitkan, vulgar, atau tidak relevan. Sebagai contoh, pengguna media sosial bisa saja 
melontarkan komentar negatif atau mengandung hinaan terhadap budaya tertentu yang dianggap asing atau tabu di Indonesia. 
Dalam hal ini, netralitas dan kebebasan berekspresi di media sosial dapat menjadi pedang bermata dua bagi para 
penggunanya.Tanpa adanya regulasi hukum dan pedoman moral yang jelas dalam pemanfaatan media sosial, pengguna 
menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melakukan segala hal, termasuk tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain, 
seperti yang telah diilustrasikan sebelumnya. Jika keadaan seperti ini terus dibiarkan, maka media sosial akan kehilangan statusnya 
sebagai tempat yang aman untuk semua orang. Syukurlah, para pengembang media sosial menyadari adanya permasalahan ini. 
Saat ini, hampir semua platform media sosial telah menyediakan pedoman penggunaan serta fitur pelaporan untuk mengurangi 
aktivitas yang melanggar aturan. Salah satu contohnya adalah fitur untuk melaporkan komentar atau unggahan yang mengandung 
cyberbullying atau konten yang tidak pantas. Namun, permasalahan justru timbul karena fungsi pelaporan tersebut sering kali tidak 
berjalan dengan efektif. 
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Etika dalam media sosial mencakup sikap, tata cara, kebiasaan yang berkembang seiring dengan majunya 
teknologi.Etika elektronik berbeda dari etika biasa karena di media sosial, orang berinteraksi dengan beragam 
budaya yang luas dan global sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, seseorang perlu 
bisa menentukan pandangan yang sesuai terhadap berbagai budaya tersebut, yang tidak semuanya selaras 
dengan budaya lokal yang sudah ada. Etika di media sosial meliputi perilaku yang dijalankan dengan 
kesadaran tinggi, tanggung jawab, kejujuran, serta tindakan yang memberikan manfaat baik untuk diri sendiri 
maupun lingkungan sekitar. Etika ini perlu diterapkan dalam berbagai aktivitas digital seperti berinteraksi, 
berkontribusi, berkolaborasi, menyampaikan pendapat, sampai melakukan transaksi. Kesadaran dalam 
beraksi berarti seseorang sepenuhnya mengerti apa yang mereka lakukan dan memiliki sasaran yang spesifik. 
Akan tetapi, karakteristik media digital yang cepat dan sering kali anonim kadang membuat penggunanya 
bertindak secara impulsif atau tanpa kesadaran. Misalnya, kebiasaan segera menggunakan ponsel setelah 
bangun tidur tanpa disadari, meninggalkan komentar yang tidak ada hubungannya atau tidak positif, serta 
membagikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, krusial 
bagi individu untuk bersikap arif dan menerapkan etika kesadaran saat memanfaatkan media sosial. 
Kewajiban dalam berperilaku di media sosial sejalan dengan kesadaran, karena ketika seseorang menyadari 
tindakannya, ia juga harus siap menghadapi akibat yang mungkin timbul.
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Kesimpulan
Dapat disimpulakan bahawa kebebasan berekspresi di media sosial merupakan bagian dari hak asasi 
manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum positif Indonesia. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, 
karena tetap dibatasi oleh norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial. Kasus Ahmad Dhani menjadi 
contoh penting bagaimana ekspresi di ruang digital dapat berujung pada kriminalisasi, ketika dianggap 
melanggar ketentuan hukum, khususnya terkait ujaran kebencian. Dalam konteks ini, perlu ada 
penyeimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap 
ketertiban umum serta hak orang lain. Oleh karena itu, hukum positif harus ditegakkan secara adil dan 
proporsional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, media sosial sebagai ruang interaksi baru juga memengaruhi perubahan etika dan norma di 
masyarakat. Arus informasi yang cepat dan terbuka sering kali menciptakan tantangan terhadap nilai-nilai 
kesopanan, toleransi, dan kebenaran. Dalam hal ini, peran etika digital menjadi sangat penting untuk 
membentuk budaya komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, perlu ada upaya 
edukatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran etis dalam bermedia sosial.[19] 
Di sisi lain, media sosial membawa pengaruh besar terhadap perubahan etika dan norma masyarakat 
Indonesia. Meskipun memberikan ruang untuk berpendapat secara luas, tanpa kesadaran etika digital, 
media sosial dapat menjadi alat yang merusak tatanan sosial dan budaya lokal.[20] Oleh karena itu, penting 
bagi setiap individu untuk mengedepankan sikap sadar, jujur, bertanggung jawab, dan bijak dalam 
menggunakan media sosial agar kebebasan berekspresi bisa membawa manfaat dan memperkuat nilai-nilai 
kebangsaan dan kemanusiaan.
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